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KATA PENGANTAR

Korupsi di Indonesia merupakan penghalang pembangunan ekonomi, sosial,
politik, dan budaya karena sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-
hak ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka pemberantasan
tindak pidana korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai “the guardian of corruption act” yakni lembaga yang mengawal setiap
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang No.
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Namun di tengah sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi, telah banyak
muncul upaya pelemahan KPK. Salah satu upaya pelemahan terhadap KPK
yang hingga saat ini menuai banyak penolakan ialah revisi UU KPK yang saat ini
kembali meenjadi perdebatan banyak pihak.

Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2016 kali ini mengangkat
judul “Indonesia Masih Butuh KPK”. Bidang ekonomi membahas “Melihat
Perdebatan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung”. Bidang politik membahas
“Revisi UU Terorisme: Upaya Melawan Terorisme di Indonesia”. Bidang sosial
membahas “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan
akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan lingkungan bisnis,
serta kalangan akademisi, tangki pemikir, serta elemen masyarakat sipil lainnya,
baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan
analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial
di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.
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Indonesia
Masih Butuh KPK

KorupsidiIndonesia merupakan penghalang pembangunan ekonomi,
sosial, politik, dan budaya karena sudah meluas dan sistematis yang
melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh sebabnya korupsi
diletakkan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) (Artidjo

Alkostar, 2013).

Oleh karenanya, dalam rangka pemberantasan tindak pidana
korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai
“the guardian of corruption act” yakni lembaga yang mengawal setiap
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(UU KPK).

Namun di tengah sepak terjang KPK dalam memberantas korupsi,
telah banyak muncul upaya pelemahan KPK. Indonesian Corruption
Watch (ICW) mencatat, sejak didirikan tahun 2003, sedikitnya ada
I1 (sebelas) upaya pelemahan terhadap KPK termasuk di dalamnya
telah hampir 20 kali UU KPK diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah
Konstitusi (metrotvnews.com, 12/10/15).

Salah satu upaya pelemahan terhadap KPK yang hingga saat ini
menuai banyak penolakan ialah revisi UU KPK. Saldi Isra, Guru
Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas
berpandangan bahwa keinginan untuk melumpuhkan KPK dalam
draf usulan perubahan UU KPK sulit untuk dibantah.

Babak Baru Revisi UU KPK

Langkah konkret rencana revisi UU KPK sebetulnya telah dilakukan
ketika upaya revisi terhadap undang-undang ini hendak dimasukkan
oleh DPR dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

2011.
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Dalam perkembangannya, upaya merevisi UU KPK baru disetujui
semua fraksi dalam rapat internal Komisi [l DPR pada 3 Juli 2012.
Akan tetapi kesepakatan melakukan revisi terhadap UU KPK pada
waktu itu belum menghasilkan naskah atau draft revisi. Terlebih
dari Istana Negara (8/10/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menegaskan dalam pidatonya bahwa revisi UU KPK belum tepat
dilakukan. (metrotvnews.com, 12/10/15)

Rencana revisi UU KPK kembali dimunculkan oleh beberapa
kekuatan politik di DPR pada awal Februari 2015 bersamaan dengan
ketegangan hubungan KPK dan Polisi. Akan tetapi pada waktu itu
wacana revisi UU KPK belum mendapatkan perhatian yang luas.

Wacana revisi UU KPK barulah mendapat perhatian luas ketika
Mentert Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly
mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR (Baleg DPR) dan
menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menolak usulan DPR
(metrotvnews.com, 12/10/15). Pernyataan Menkumham tersebut
menunjukkan langkah serius merevisi UU KPK.

Menanggapi hal tersebut, dalam rapat terbatas khusus membahas
pencegahan dan pemberantasan korupsi di Istana Kepresidenan
(19/06/15), Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menyatakan
menolak revist UU KPK. Namun pada waktu itu, DPR tetap akan
menjadikan revisi UU KPK sebagai prioritas dalam program legislasi
nasional (Prolegnas) 2015 (CNN Indonesia.com, 19/06/15).

Menurut pernyataan Saan Mustopa, Wakil Ketua Baleg DPR-RI,
masuknya revisi UU KPK justru merupakan permintaan Pemerintah
melalui Menkumham. Tetapi Pratikno, Menteri Sekretaris
Negara, menyatakan sebaliknya yakni Presiden tidak ada niatan
untuk melakukan revisi terhadap UU KPK (metrotvnews.com,

19/06/2015).

Rencana revisi UU KPK kembali bergulir pada Oktober 2015. Pada
tanggal 6 Oktober 2015, 45 anggota DPR dari 6 fraksi mengusulkan
revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dari 45
anggota sebanyak 15 orang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, 9

orang dari Golkar, 2 orang dari PKB, 11 orang dari Nasdem, 3 orang
dari Hanura, dan 5 orang dari PPP (Kompas.com, 8/10/15).

Namun setelah dilakukan pertemuan konsultasi antara Presiden
Jokowi dengan Pimpinan DPR-RI (13/10/15) akhirnya memutuskan
untuk menunda rencana revisi UU KPK hingga persidangan anggota
dewan yang berikutnya.
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Terlepas dari mana asal rancangan revisi UU KPK tersebut diajukan,
kemudian penundaan terhadap rencana revisi, pada intinya upaya
merevisi undang-undang ini tidak pernah berhenti.

Rapat kerja Baleg DPR-RI dengan Menkumham (27/11/2015),
Yasonna Laoly, sepakat membahas revisi UU KPK. Sementara
pada tanggal 15 Desember 2015 DPR menggelar rapat paripurna
pengesahan perubahan Prolegnas tahun 2015 (Kompas.com,

1/02/16).

Langkah berikutnya Baleg DPR-RI, pada Selasa 9 Februari 2016
memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU
KPK (Kompas.com, 10/02/16).

Legitimasi Revisi UU KPK

Melakukan revisi terhadap undang-undang atau bahkan mengajukan
sebuah undang-undang baru adalah sah bagi DPR dan/atau
Pemerintah sebagai pemegang kuasa atas fungsi legislasi. Walaupun
demikian pembentukan dan penyusunan UU harus dimulai melalui
Prolegnas sebagai upaya mewujudkan sistem hukum nasional.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden atau
DPR diberikan kesempatan untuk mengajukan rancangan undang-
undang diluar Prolegnas dengan kondisi yang sangat ketat. Kondisi
ketat yang dimaksud ialah keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau
bencana alam.

Selain itu menurut Saldi [sra terdapat kondisi tertentu lainnya, yakni
memastikan adanya urgensi nasional terhadap rancangan undang-
undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR
yang khusus menangani bidang legislasi dan Menkumham.

Melalui Prolegnas sebagai tahap awal proses legislasi diharapkan
pembentukan, baik merupakan revisi maupun rancangan undang-
undang baru, dilakukan secara terencana dan tidak didasarkan pada
kepentingan sesaat.

Walaupun secara hukum DPR dan/atau Pemerintah memiliki
legitimasi yang kuat untuk melakukan revisi terhadap UU KPK,
melihat perkembangan yang terjadi sekarang, penulis merasa revisi
bukan langkah yang tepat.
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Selain memang secara substansi revisi yang diusulkan akan
mereduksi kewenangan KPK, revisi akan semakin menurunkan
kepercayaan publik terhadap DPR. Selain itu publik juga akan
meragukan komitmen Pemerintah dalam upaya pemberantasan
korupsi.

Materi Muatan Revisi UU KPK

Ada 13 poin revisi yang diusulkan oleh DPR sebagaimana disampaikan
dalam rapat perdana harmonisasi RUU KPK di Baleg DPR-RI
(1/02/16). Pada dasarnya 13 poin revisi yang terdiri dari 8 (delapan)
ketentuan perubahan dan 5 (lima) penambahan norma baru adalah
turunan dari 4 poin revisi yang telah disepakati oleh DPR dengan
Pemerintah.

Keempat poin tersebut diantaranya: (1) pengaturan pembentukan
Dewan Pengawas; (2) pengaturan izin penyadapan; (3) pemberian
kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3)
pada KPK; dan (4) pengangkatan penyidik, penyelidik, dan penuntut
independen bagi KPK (Kompas.com, 1/02/16).

Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian,
pertama berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas.
Menurut penulis pembentukan Dewan Pengawas ini tidak
diperlukan karena fungsi pengawasan terhadap KPK ada di tangan
DPR dan Presiden sebagai perwujudan dari sistem check and
balances. Bambang Widjojanto, mantan komisioner KPK mengkritik
pembentukan Dewan Pengawas ini akan membuat KPK tidak
independen.

Pendapat Bambang Widjojanto menurut penulis tidak berlebihan,
terlebih dalam draft revisi diatur lebih lanjut bahwa aturan izin
penyadapan ke depan tidak melalui izin ketua pengadilan, tetapi
lewat izin Dewan Pengawas. Selain itu Dewan Pengawas nantinya
juga bertugas mengawasi pelaksanaan tugas KPK.

Tugas Dewan Pengawas menurut penulis tidak relevan mengingat
KPK adalah lembaga independen. Jika dibandingkan dengan tugas
lembaga/dewan pengawas di lembaga penegak hukum, misalnya
Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan Agung bukanlah
mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga melainkan
mengawasi etik pejabat. Sehingga yang dibutuhkan bukanlah Dewan
Pengawas tetapi Dewan Etik.
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Kedua, pengaturan izin penyadapan. Telah banyak kasus korupsi yang
berhasil diungkap KPK berkat operasi penyadapan, seperti kasus
korupsi Kepala SKK-Migas, Rudi Rubiandini, M. Nazarudin dan lain
sebagainya. Permintaan izin penyadapan justru akan menghambat
proses pengungkapan kasus. Lebih penting dari itu rawan adanya
kebocoran informasi kepada pihak yang hendak disadap.

Ketiga, pemberian kewenangan menerbitkan SP3 pada KPK.
Menurut penulis kewenangan ini tidak perlu diberikan kepada KPK.
Sebab semangat awal pembentukan KPK adalah untuk menguatkan
atau menopang lembaga yang ada yakni kepolisian dan kejaksaan
(extra auxialary agencies). Sehingga kewenangan SP3 cukup menjadi
milik kepolisian dan kejaksaan. Jika KPK juga memiliki kewenangan
tersebut hal ini justru akan menyamakan KPK dengan kepolisian dan
kejaksaan.

Sementara, keempat, pengangkatan penyidik, penyelidik, dan
penuntut independen bagi KPK. Penulis barulah sepakat dengan
aturan ini agar KPK tidak bergantung dengan penyidik, penyelidik,
dan penuntut dari kepolisian dan kejaksaan. Sebagai lembaga
independen, menurut Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Hukum
Tata Negara Universitas Gadjah Mada, KPK mempunyai sifat
self regulatory body. Artinya KPK memiliki aturan sendiri untuk
menjamin keberadaan dan pola kerjanya.

Menguatkan KPK

Pemberantasan korupsi selama ini selalu disosialisasikan sebagai
program utama pemerintah, namun praktik korupsi tetap marak
terjadi. Berdasarkan temuan utama Transparency International
dalam Corruption Perception Index (CPI) 2015, Indonesia saat ini
menduduki posisi 107 dari 175 negara di dunia yang menunjukkan
Indonesia masih menjadi negara dengan level korupsi yang tinggi.

Resiko korupsi dapat datang melalui dua arah, dari publik sektor
ataupun dari privat sektor. Jika Pemerintah, baik DPR maupun
Presiden menyadari ancaman korupsi yang begitu besar seharusnya
revisi UU KPK yang melemahkan KPK ini tidak perlu dilakukan.

Namun, revisimungkin sajadilakukanasalkan bertujuan memperkuat
KPK. Saat ini ketika mayoritas kekuatan politik di DPR semua sepakat
melakukan revisi yang mana materi muatan ternyata berpotensi
melemahkan KPK, harapan terakhir kita hanyalah Presiden.

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR UBLIC POLICY RESEARCH

KPK masih sangat
dibutuhkan di Indonesia
kalau komitmen untuk
mewujudkan cita-cita
Indonesia bebas dari
korupsi memang masih
kuat.
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Presiden Jokowi harus menunjukkan sikap tegas menolak jika
revisi UU KPK terbukti melemahkan KPK. Terlebih berulangkali
disampaikan bahwa istana tidak dalam posisi hendak merevisi
UU KPK dan menarik diri apabila revisi melemahkan KPK. Oleh
sebabnya masyarakat akan menagih janji dari Istana.

- Zihan Syahayani -
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Melihat Perdebatan
Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Di awal Bulan Februari 2016, pembahasan mengenai kereta api
cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi tajuk utama pembahasan
berbagai media nasinal. Banyak pihak yang menuding bahwa
pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam memulai pengerjaan
konstruksi kereta api cepat ini, sehingga aspek perencanaan
seperti penyertaan dokumen kajian pembangunan dipertanyakan
eksistensinya. Namun, pihak pemerintah serta beberapa kelompok
yang pro bersikeras menilai bahwa proyek ini harus dikerjakan
dengan cepat agar Indonesia dapat dengan segera menjadi bangsa
yang kompetitif.

Usai melakukan groundbreaking pembangunan kereta api cepat di
kawasan Mandalawangi, Jawa Barat 21 Januari lalu, Presiden Joko
Widodo menjelaskan bahwa pembangunan proyek dengan nilai
investasi setara 70 triliun rupiah ini dipercaya mampu meningkatkan
daya saing Indonesia di mata internasional (The Jakarta Post,
21/01/16). Dalam era persaingan, menurutnya, negara yang efisien —
cepat dalam membangun dan mengambil keputusan — akan menjadi
pemenang. Dengan adanya kereta cepat, mobilitas masyarakat dan
barang tentu akan semakin mudah dilakukan.

Dalam tulisan kali ini, penulis mencoba mengkaji perdebatan yang
berkembang di masyarakat mengenai pembangunan kereta api
cepat Jakarta-Bandung. Selain mengulas manfaat, Penulis juga
sajikan hal-hal yang perlu dioptimalkan pada pembangunan kereta
api cepat.

Manfaat Pembangunan Kereta Api Cepat

Hal utama yang tidak dapat dipungkiri dari kehadiran kereta dengan
jenis ini adalah kecepatan dan teknologinya yang sangat futuristik
dalam menjawab beragam tantangan terkait. Direktur Kereta Api
Cepat Indonesia-China (PT. KCIC), Hanggoro Budi, menjelaskan
bahwa kereta dengan rute Jakarta — Bandung PP ini akan mampu
melaju dengan kecepatan 350 km/jam. Dengan kecepatan tersebut,
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para penumpang hanya memerlukan waktu 36 menit saja untuk
menuju Jakarta ataupun Bandung.

Jika ingin membandingkan teknologi yang akan diaplikasikan di
Indonesia dengan negara lainnya, kereta api cepat Jakarta Bandung
akan mampu melaju lebih cepat dengan kereta serupa yang ada
di negara maju, seperti Perancis dan Jepang. Kereta TGV yang
ada di Perancis ternyata hanya mampu melaju sekitar 300 km/
jam. Sedangkan kereta Shinkansen yang sudah tersohor namanya
hanya mampu melaju maksimal sekitar 330 km/jam (Kompas,
Februari 2016). Untuk itu tentu masyarakat Indonesia boleh sedikit
berbangga bahwa teknologi yang akan diterapkan di dalam negeri
tidak kalah dengan yang ada di negara maju.

Manfaat lainnya yang perlu diperhatikan adalah pengurangan
beban jalan yang ada pada saat ini. Mengingat bahwa waktu yang
dikonsumsi untuk menuju Bandung dari Jakarta ataupun sebaliknya
membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam, maka masyarakat akan mulai
mempertimbangkan kereta api cepat di kemudian hari dengan
waktu yang jauh lebih sedikit. Dengan kondisi ini, tentu beban
jalan tol Cipularang (Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang) akan
berkurang. Pada akhirnya jalan tersebut dapat efektif digunakan
untuk angkutan kelas berat dalam melakukan distribusi barang.

Presiden juga turut menjelaskan bahwa dengan dibangunnya kereta
api cepat, daerah-daerah yang sebelumnya minim pembangunan,
seperti kawasan Walini dan Tegalluar akan menjadi pusat
pertumbuhan ekonomibaru. Daerah tersebut nantinya akan menjadi
daerah penopang Jakarta dan Bandung yang saat ini kapasitasnya
sudah mulai berlebih. Kereta api cepat tentu akan dapat diandalkan
apabila kedepannya kota-kota baru ini dapat tumbuh dengan sinergi.

Melalui pertumbuhan kota baru, perusahaan konstruksi, terutama
BUMN karya, akan juga memperoleh peluang baru dalam
berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Masyarakat pun akan
memperoleh semakin banyak pilihan dalam memilih tempat tinggal
ataupun lingkungan baru untuk menjalani kehidupannya sehari-hari.

Penting Untuk Diperhatikan

Berbicara mengenai peluang munculnya pusat pertumbuhan
baru yang diperkirakan berada di Kawasan Walini dan Tegalluar,
penting untuk dijadikan catatan bersama bahwa fasilitas yang
akan ditawarkan di daerah baru tersebut nantinya harus dapat
dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa
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terkecuali. Dengan luasnya ragam masyarakat yang dapat tinggal di
daerah tersebut, tujuan untuk mengurangi beban kota Jakarta dan
Bandung diyakini akan mampu berjalan dengan optimal. Sehingga
penumpukan masyarakat di Jakarta dan Bandung dapat tereduksi
dan potensi timbulnya gesekan sosial di masyarakat juga dapat
diredam secara lebih efektif.

Apabila kembali dalam perdebatan pro dan kontra mengenai
pembangunan kereta ini yang terkesan tergesa-gesa, penulis
meyakini bahwa meskipun kereta api cepat Jakarta Bandung
memiliki segudang manfaat, namun perencanaan yang matang
diyakini juga merupakan langkah yang harus dilalaui. Jangan sampai
dengan perencanaan yang tidak mengikuti prosedur yang sudah
ditetapkan sebelumnya akan mengurangi manfaat dan cenderung
menambah biaya bagi seluruh pihak, terutama masyarakat yang
akan menjadi pengguna jasa kereta api ini ke depannya.

Data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) menunjukan bahwa wilayah-wilayah yang akan dilintasi
oleh kereta api cepat Jakarta bandung, yang sebagian besar berada
di kawasan Jawa Barat, merupakan daerah yang rawan akan gempa
bumi. BMKG menyebutkan bahwa jalur yang akan dilintasi tersebut
berdekatan, bahkan dengan empat sumber gempa sekaligus, yakni
Sesar Baribis, Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan zona subduksi
lempeng di Samudera Hindia di wilayah selatan Jawa Barat.

Kondisi ini tentu membutuhkan kajian serius yang perlu dilakukan
oleh pemegang otoritas. Mengingat catatan historis gempa
dan akibat yang ditimbulkannya, mitigasi resiko yang dilakukan
secara komprehensif akan mampu mengurangi potensi ancaman
keselamatan penumpang kereta. Poinnya adalah meskipun
pembangunan terkesan buru-buru, aspek keselamatan dan
kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia harus tetap berada pada
prioritas pengerjaan. Jangan sampai hal-hal yang tidak diharapkan
muncul dan merusak manfaat pengerjaan kereta cepat Jakarta-
Bandung ini di kemudian hari.

- Muhammad Reza Hermanto -
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Diyakini bahwa
meskipun kereta api
cepat Jakarta Bandung
memiliki segudang
manfaat, namun
perencanaan yang
matang juga merupakan
langkah yang harus
dilalui. Jangan sampai
dengan perencanaan
yang tidak mengikuti
prosedur yang sudah
ditetapkan sebelumnya
akan mengurangi
manfaat dan cenderung
menambah biaya bagi
seluruh pihak, terutama
masyarakat yang akan
menjadi pengguna

jasa kereta api ini ke
depannya.
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Revisi UU Terorisme:
Upaya Melawan Terorisme di Indonesia

Serangan Bom Thamrin mengguncang Indonesia. Seluruh mata
tertuju pada upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang
telah berjalan selama ini. Bom Thamrin memperlihatkan lemahnya
negeriini terhadap serangan teroris yang menewaskan delapan orang
dan membuat 26 orang mengalami luka-luka (www.cnnindonesia.

com, 17/1).

Paska serangan Bom Thamrin, Pemerintah meminta untuk
dilakukannya revisi terkait UU pemberantasan tindak pidana
terorisme. Hal ini merupakan sebuah upaya dalam membangun
perlawanan terhadap terorisme di Indonesia.

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Setelah Indonesia diguncang oleh serangan bom di kawasan
Thamrin (14/1). Seluruh pihak kemudian melihat pentingnya upaya
yang sangat serius dalam melawan teror.

Padarapatkonsultasi pimpinanlembaga tingginegara (19/1), Presiden
Jokowi mengajak pimpinan berbagai lembaga tinggi negara untuk
mengkaji ulang UU Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan
terorisme dan UU Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan
pemberantasan terorisme. Presiden menawarkan revisi undang-
undang tersebut karena masih mempertanyakan keefektifannya
dalam “mencegah aksi terorisme” (www.bbc.com, 19/1).

Kemudian permintaan pemerintah ini direspon oleh DPR, melalui
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan
DPR dan pemerintah sepakat memasukkan revisi Undang-Undang
(UU) No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 karena sifatnya
mendesak (www.antaranews.com, 21/1).

Terdapat 12 poin krusial bagi pemerintah terkait revisi UU Terorisme
adalah pertama, larangan membuat, menerima barang potensial
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sebagai bahan peledak, serta memperdagangkan senjata kimia,
biologi, radiologi, mikroorganisme, tenaga nuklir serta zat radioaktif’
untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Kedua, larangan melakukan hubungan dengan orang atau organisasi
radikal tertentu yang berada di luar negeri untuk melakukan tindak
pidana terorisme. Ketiga, larangan melakukan latihan militer di
luar negeri atau dengan organisasi radikal tertentu untuk persiapan
melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia atau negara lain.
Keempat, larangan Mengadakan hubungan baik secara langsung
atau tidak langsung dengan kelompok radikalisme. Kelima, larangan
menganut, mengembangkan ajaran atau paham ideologi kelompok
radikalisme terorisme kepada orang lain.

Keenam, larangan bergabung atau mengajak bergabung kelompok
radikal terorisme. Ketujuh, larangan melakukan perekrutan orang
lain atau kelompok lain untuk bergabung dengan radikal terorisme.
Kedelapan, larangan melakukan pengiriman orang lain untuk
bergabung kelompok radikal terorisme. Kesembilan, larangan
membantu atau menyumbangkan harta benda kekayaan untuk
kegiatan, keperluan dan kepentingan kelompok radikal terorisme.

Kesepuluh, larangan membantu mempersiapkan kegiatan yang
dilakukan kelompok radikal terorisme. Kesebelas, larangan melakukan
kekerasan atau mengancam kekerasan dan memaksa orang atau
kelompok untuk bergabung dengan kelompok radikal terorisme. Dan
keduabelas, larangan memperjualbelikan atau memperdagangkan
bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan
komponen senjata kimia, biologi, radiologi, mikroorganisme, tenaga
nuklir untuk kepentingan radikalisme.

Catatan Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Selama pembahasan revisi UU anti terorisme ini, terdapat beberapa
catatan yang disampaikan oleh sejumlah pihak. Ketua Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengatakan, MUI menyetujui
revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme,
namun dengan kondisi tertentu. Kondisi itu adalah memastikan
arah revisi lebih fokus pada pencegahan. Dalam menangani masalah
terorisme, aparat penegak hukum diminta tetap harus memastikan
dengan benar apakah seseorang terlibat atau tidak. Asas praduga
tak bersalah harus tetap dijunjung (www.liputan6.com, 19/1).

Selanjutnya Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah
mengatakan, usaha pencegahan memang menjadi bagian terpenting
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dalam penanggulangan bahaya terorisme. Namun, jangan sampai
bertentangan dengan prinsip-prinsip hal asasi manusia (HAM) yang
sudah diperjuangkan selama ini (www.kompas.com, 21/1).

Namun pandangan berbeda datang dari kalangan pegiat HAM di
Indonesia. Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak kekerasan (Kontras), Harris Azhar mengatakan revisi UU
itu jika dilakukan, akan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan
berpendapat. Dan bisa disalahgunakan untuk memberangus
kalangan yang tak sepaham dengan pemerintah, lebih-lebih di
daerah bergolak seperti di Papua (www. bbc.com, 20/1).

Kesimpulan

Melihat dinamika yang berkembang terkait pembahasan revisi
UU anti terorisme ini. Penulis berpendapat bahwa yang paling
penting, pertama revisi ini seharusnya mengutamakan pelaksanaan
deradikalisasi yang hingga kini belum berjalan optimal.

Hal ini dikarenakan lemahnya program deradikalisasi yang dilakukan
Pemerintah dan BNPT. Apalagi jika kita melihat pelaku maupun
pengikut gerakan terorisme yang telah menyasar generasi muda.

Revisi UU juga harus diikuti pembangunan sistem pendidikan
multikultural. Saat ini perkembangan pemahaman radikal telah
masuk ke ruang-ruang pendidikan, sehingga mengancam generasi
muda Indonesia. Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang
majemuk, yang didirikan dari berbagai macam suku, agama, ras,
dan etnik.

Oleh karena itu diperlukan pendidikan multikultural di sekolah
dan perguruan tinggi yang mengajarkan penghargaan terhadap
keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan
penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk
disosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi muda.

Kedua, revisi ini juga seharusnya mengatur sinergitas antara
pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi perkembangan
radikalisme dan terorisme. Karena saat ini pencegahan dan
penanggulangan radikalisme lebih banyak dilakukan oleh pemerintah
pusat.

Seperti yang kita ketahui banyak para WNI yang masuk dalam
kelompok radikal berasal dari daerah-daerah. Banyak pemerintah
daerah yang belum memprioritaskan agenda deradikalisme di dalam
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program-program pembangunan daerahnya. Program-program
pembangunan yang menjawab kemiskinan dan keadilan setidaknya
akan meminimalisir berkembangnya pengaruh pemahaman radikal.

Kepala daerah harus menyadari bahwa pembiaran persoalan
radikalisme akan berujung pada terganggunya ketentraman dan
ketertiban di daerah tersebut. Ketika ketentraman dan ketertiban
daerah terganggu maka pelayan publik dan pembangunan daerah
akan terhambat, sehingga masyarakat akan menjadi korban.

-Arfianto Purbolaksono-
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Paska serangan

Bom Thamrin,
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Urgensi Pengesahan RUU
Perlindungan PRT

Kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) kembali
terjadi. Kali ini, sorotan media begitu besar karena terduga pelaku
adalah FS, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Penanganan kasus tersebut, dinilai lamban karena T, PRT yang
menjadi korban sudah melaporkan tindak penganiayaan tersebut
sejak September 2015 lalu. Lamban atau lamanya laporan dugaan
tindak kekerasan ini dikarenakan adanya syarat administratif
yang harus dipunyai Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bisa
memeriksa FS.

Syarat administratif tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU)
No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3),
mengatur pemeriksaan setiap anggota MPR, DPR, DPD dan
DPRD, dimana bagi anggota yang diduga terlibat kasus pidana harus
mendapatkan izin dari Presiden. Begitu izin dari Presiden turun
baru Kepolisian ‘berani’ menetapkan status tersangka kepada FS
dan berikutnya melakukan pemeriksaan.

Refleksi Lambatnya Proses Legislasi RUU Perlindungan PRT

Bicara tentang kasus, Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga
(JALA PRT) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2012 hingga
2014, kekerasan terhadap PRT seperti yang dialami T mencapai
1071 kasus. Rata-rata pelakunya adalah majikannya sendiri.

Kasus ini, bisa menjadi momentum untuk kita merefleksi kenapa
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
yang sudah diinisiasi lebih dari 10 tahun lalu tidak pernah berujung
ketok palu sebagai UU di DPR.

Refleksi pertama yang bisa kita tarik adalah, lamanya proses legislasi
RUU Perlindungan PRT ini karena ada konflik kepentingan dari
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anggota DPR itu sendiri. Anggota DPR dalam hal ini adalah para
majikan atau pemberi kerja.

Namun, dalam perjalanan advokasi pengesahan RUU Perlindungan
PRT ini, Lita Anggraeni selaku Koordinator JALA PRT mengatakan
bahwa yang dilindungi dari UU ini nantinya bukan hanya PRT, tetapi
juga majikan itu sendiri. Misalnya dengan adanya kontrak kerja yang
jelas dan tercatat secara legal, kedua pihak akan terlindungi. Kedua
pihak punya hak menggugat pihak lainnya, jika tak patuhi perjanjian
kerja tersebut misalnya.

Refleksi kedua, bahwa data yang disajikan oleh JALA PRT di atas,
menurut penulis jauh lebih kecil dari data kasus kekerasan terhadap
PRT yang sebenarnya. Dari kasus di atas kita bisa lihat, bahwa
aparat penegak hukum mempunyai potensi lambat menangani kasus
karena ada tantangan administratif misalnya dalam memeriksa
terduga pelaku seperti kasus anggota DPR ini.

Atau dalam kasus lainnya, aparat penegak hukum masih melihat
bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap PRT itu adalah ‘urusan
keluarga’ sehingga tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Dengan
anggapan kasus kekerasan terhadap PRT adalah ‘urusan keluarga’
dimana proses penyelesaian masalah hanya melibatkan kedua belah
pihak, tanpa ada mediator maka menurut penulis keadilan dalam
penyelesaian kasus tidak bisa dijamin.

Fungsi mediator, apakah itu dari Aparat Penegak Hukum, atau
pun tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal menjadi pihak
‘memastikan’ keadilan itu hadir. Dalam konteks kebijakan, Ini
kemudian menjadi salah satu item penyelesaian sengketa antara
majikan dan PRT yang seharusnya juga diatur di dalam UU
Perlindungan PRT itu nantinya.

Simpulan dan Rekomendasi

Akhirnya, penulis setuju bahwa hadirnya UU Perlindungan PRT
akan menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak jika ada sengketa,
selain memberikan rasa aman dan nyaman selama bekerja.

Selain itu, menyegerakan pengesahan RUU ini juga adalah karena
karena isu ini berkaitan dengan kelompok rentan dan angkanya
tidak sedikit, baik PRT di dalam negeri maupun di luar negeri dimana
data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) mengatakan bahwa 65% pekerja di luar
negeri adalah PRT.
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Terkait jumlah, di dalam negeri juga tak sedikit dimana jumlah PRT Pengesahan RUU

di Indonesia mencapai hampir 2 juta jiwa, dan 12 persen diantaranya Perlindungan PRT
adalah PRT Anak yang berumur di bawah 18 tahun, dan 90 persen adalaf;c bent/j’: bah

. pengakuan Kita oanwa
diantarannya adalah PRT perempuan (BPS 2008). PRT adalah tenaga-

Akhirnya, pengesahan RUU Perlindungan PRT adalah bentuk tenaga tak terltfzat
yang memungkinkan

pengakuan kita bahwa PRT adalah tenaga-tenaga tak terlihat yang berjalannya kehidupan
memungkinkan berjalannya kehidupan ekonomi, pemerintahan dan ekonomi, pemerintahan
sektor lainnya. dan sektor lainnya.

- Lola Amelia -
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ThelndonesianInstitute (TIl) adalahlembagapenelitiankebijakan
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang
dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan,
dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan
sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan
perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara
lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja
(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial
(WacanaT]Il), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam
bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (/ndonesia
Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
Gedung Pakarti Center Lt. 7
JI. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Phone : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga
evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomidaerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih
menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya,
ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca
diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan
kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia.
Permalasahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan
pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di
bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan
pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada
isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social
protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan
kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TIl tawarkan
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang
akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi
Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan
dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.
Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan
Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian
yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan
draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi
penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah
agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih
partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda
juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para
pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional,
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial.
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi
guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan,
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1)
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping &
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TIl adalah
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya
pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan
diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi,
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah
masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan
data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1)
memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk
kampanye.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. TIl mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan
utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis,
serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala Tl memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya
di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam
ruang kering tanpa solusi.
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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